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Tulisan ini bertujuan mengetahui aspek pelindungan konsumen dalam transaksi Meterai Elektronik dan
kualifikasinya berdasarkan UU PK, potensi kegagalan sistem elektronik yang timbul, serta tindakan dan
pertanggungjawaban dari para pihak atas kegagalan dan potensi pemal suan. Dengan metode penelitian
berjenis doktrinal, tulisan ini menganalisis bagaimana UU PK, UU ITE sebagaimanaterakhir diubah dengan
UU No. 1 Tahun 2024, dan UU Bea Meterai diterapkan dalam kasus-kasus kegagalan pada Meterai
Elektronik. Hasil dari analisis UU PK adalah bahwa para pihak dapat dinyatakan sebagai konsumen dan
pelaku usaha serta pembubuhan Meteral Elektronik sebagai jasa. Berdasarkan kasus-kasus kegagalan, timbul
kerugian dari konsumen yang harus diganti rugi dan kenyataannya tidak terdapat penyelesaian atau ganti
rugi. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam prosedur ganti rugi dengan peraturan perundang-undangan
sehingga Perum PERURI dan Distributor sebagai pelaku usahajuga harus memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenal pengajuan ganti rugi oleh konsumen. Berdasarkan temuan
tersebut, tindakan preventif, represif, dan pertanggungjawaban dari para pihak harus dilaksanakan dari para
pihak dengan mengikuti ketentuan UU PK, UU ITE, PP PSTE, dan PP PMSE. Sehingga, transaksi yang adiil
dan efektif dalam transaksi Meterai Elektronik dapat tercapai.

...... This paper intends to understand the consumer protection aspect in the transaction of Electronic Duty
Stamp as to comply with Consumer Protection Law, electronic systems' tendency to fail, and actions and
liability from the parties in response to electronic system failure and electronic duty stamp forgery. This
paper is subject to doctrinal legal research, which analyzes the implementation of Consumer Protection Law,
Electronic Information and Transaction Law last revised in 2024, and Stamp Duty Law to cases of electronic
system failure. The analysis of Consumer Protection Law finds that Electronic Duty Stamp stamping process
issimilar to services. The parties also resemble consumer and business actors. According to the cases of
electronic system failure, consumers sustain economic losses and business actors are liable to give
compensation but, on some cases, business actors did not give any. The analysis finds an indication of
nonconformity in compensation-request procedure among Perum PERURI and Distributors that is also
subject to Consumer Protection Law. In conclusion, preventive and repressive actions, as well asliability
from every party should be in force by referring to Consumer Protection Law, Electronic Information and
Transaction Law last revised in 2024, as well as Government Regulation No. 71 of 2019 and Government
Regulation No. 80 of 2019. With the regulations and actions in effect, the transaction of Electronic Duty
Stamp should proceed lawfully and effectively.
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